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IKHTISAR EXSEKUTIF 
 

 

 Sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Penjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

 Laporan Kinerja tahun 2019 ini merupakan laporan kinerja tahun pertama atas 

pelaksanaan rencana strategis (Renstra) tahun 2017-2022 Badan Pendapatan Daerah. Laporan 

akuntabilitas kinerja ini melaporkan tingkat pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja 

yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja (Perkin) tahun 

2019 Badan Pendapatan Daerah yang telah diperjanjikan. 

 Secara umum capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah yang ditargetkan dalam Renstra 

2017-2022 menunjukkan perkembangan hasil yang baik, meskipun beberapa indikator masih 

memerlukan kerja keras dan perhatian. Sedangkan tingkat capaian kinerja sasaran Badan 

Pendapatan Daerah sesuai dengan Penetapan Kinerja tahun 2019 sebesar 103,66%, yang 

dihitung berdasarkan prosentase rata-rata capaian sasaran. Dari seluruh sasaran yang 

ditetapkan, dinyatakan “berhasil”. Sasaran dinyatakan “berhasil” jika capaiannya ≥ 75% dari 

target yang telah ditetapkan. Meskipun telah banyak kinerja dihasilkan selama tahun 2019, 

namun masih banyak permasalahan-permasalahan yang perlu segera diselesaikan. Untuk 

mendukung capaian kinerja tahun 2019 telah dikeluarkan dana sebesar Rp. 127.523.724.723,- 

atau 93,40% dari pagu sebesar Rp. 136.282.037.000,-. Hal tersebut menunjukkan adanya 

efisiensi/penghematan penggunaan sumber daya sebesar 10,26%. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.   Latar Belakang 

etiap penyelenggara pemerintahan harus mampu menampilkan 

akuntabilitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan 

fungsinya sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan ideal 

yang dicanangkan dengan keluaran dan manfaat yang dihasilkan.  

Untuk mewujudkan aparatur negara yang profesional serta memahami tugas 

dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal 

agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis. 

Selain itu, diperlukan instrumen yang mampu mengukur indikator 

pertanggungjawaban (accountability) setiap penyelenggara negara dan 

pemerintahan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang dijabarkan 

lebih lanjut oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan 

Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur 

penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, 

dan fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan 

yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang telah 

ditetapkan. 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan laporan yang 

menggambarkan kinerja instansi pemerintah sebagai media 

pertanggungjawaban dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP) dan berperan sebagai alat kendali dan penilai kualitas kinerja serta 

alat pendorong terwujudnya “Good Governance” dalam perspektif yang lebih 

luas. LKIP Provinsi Banten disusun berdasarkan laporan dari LKIP setiap 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini yang mendasari Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi Banten untuk menyusun LKIP untuk tahun 

anggaran 2019. 

1.1.1.  Dasar Hukum  

 Dasar hukum Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 

adalah sebagai berikut:  

1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja instansi Pemerintah; 

S 
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2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

3) Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata 

Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

 

1.1.2. Maksud dan Tujuan  

Maksud dari penyusunan LKIP Badan Pendapatan Daerah 

Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019, adalah untuk : 

a) Meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitas instansi di mata 

instansi yang lebih tinggi dan akhirnya meningkatkan kepercayaan 

masyarakat terhadap instansi; 

b) Umpan balik untuk peningkatan kinerja instansi pemerintah, 

antara lain melalui perbaikan penerapan fungsi-fungsi manajemen 

secara benar, mulai dari perencanaan kinerja hingga kepada 

evaluasi kinerja, serta pengembangan nilai-nilai Akuntabilitas di 

lingkungan instansi; 

c) Mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam 

melaksanakan tugas dan tanggungjawab instansi; 

d) Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas 

umum pemerintahan dan pembangunan secara baik, sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan 

yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada 

masyarakat; 

e) Menjadikan instansi pemerintah yang akuntanbel, sehingga dapat 

beroperasi secara efesien, efektif, dan resposif terhadap aspirasi 

masyarakat dan lingkungannya. 

Sedangkan tujuan dari penyusunan LKIP Badan Pendapatan Daerah 

Provinsi Banten Tahun Anggaran 20189, yakni sebagai : 

1. Suatu media hubungan kerja organisasi  yang berisi data dan 

informasi yang akan dipergunakan juga sebagai bahan masukan 

dalam penyusunan LKIP Pemerintah Provinsi Banten; 

2. Wujud tertulis pertanggungjawaban instansi kepada pemberi 

wewenang dan mandat; 

3. Media akuntabilitas instansi, merupakan bentuk perwujudan 

kewajiban menjawab yang disampaikan kepada atasan/pemberi 

wewenang, yang akhirnya bermuara kepada Presiden untuk 
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selanjutnya menjadi pertanggungjawaban kepada masyarakat 

(Public Accountability); 

4. Penerapan prinsip-prinsip “Good Governance” termasuk 

penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar di instansi yang 

bersangkutan, salah satu fungsi manajemen adalah pelaporan, yang 

dapat dijadikan alat untuk evaluasi diri sendiri guna menentukan 

fokus perbaikan kinerja berkesinambungan yang harus dilakukan. 

1.2.  Tugas dan Wewenang 

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten, 

kedudukan Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi 

daerah di bidang pengelolaan pendapatan daerah, dipimpin oleh seorang 

kepala badan yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris 

Daerah. Badan Pendapatan Daerah mempunyai membantu gubernur 

melaksanakan urusan penunjang Pemerintahan di bidang Keuangan sub 

bidang Pendapatan Daerah. 

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 20189 mengacu 

kepada RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 dan Rencana Strategis 

(Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten tahun 2017-2022,. 

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten mengalami perubahan SOTK 

sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten, melaksanakan fungsi sebagai 

Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan dikeluarkannya  Peraturan Gubernur 

Nomor 83 tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, 

Susunan Organisasi Ddan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten. 

 

1.3.  Struktur dan Peran Organisasi 

Sebagai unsur pelaksana otonomi daerah, berdasarkan Peraturan 

Gubernur Provinsi Banten Nomor 38 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas 

Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas Perangkat Daerah 

mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melalui Koordinasi Sekretaris 

Daerah dalam menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengoordinasian, 

dan pengendalian pelaksanaan tugas serta program dan kegiatan berdasarkan 

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas 

Pembantuan pada bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pendapatan Daerah, Bidang Pendapatan Pajak Daerah, serta Bidang Retribusi 



  

 

 

 

4

 

Daerah dan Pendapatan Lain-lain. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, 

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten mempunyai fungsi sebagai berikut 

: 

1. penyusunan kebijakan teknis di bidang Pendapatan Daerah; 

2. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Pendapatan Daerah; 

3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis 

di bidang Pendapatan Daerah; 

4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pendapatan 

Daerah; dan 

5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

Struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten saat ini terdiri 

dari : 

a. Kepala Badan; 

b. Sekretaris; 

c. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan 

Daerah; 

d. Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah; 

e. Kepala Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain;  

f. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Badan : 

1. UPTD Pelayanan Pendapatan Daerah Cikokol; 

2. UPTD Pelayanan Pendapatan Daerah Serpong; 

3. UPTD Pelayanan Pendapatan Daerah Ciputat; 

4. UPTD Pelayanan Pendapatan Daerah Ciledug; 

5. UPTD Pelayanan Pendapatan Daerah Rangkasbitung; 

6. UPTD Pelayanan Pendapatan Daerah Pandeglang; 

7. UPTD Pelayanan Pendapatan Daerah Balaraja; 

8. UPTD Pelayanan Pendapatan Daerah Cikande; 

9. UPTD Pelayanan Pendapatan Daerah Serang; 

10. UPTD Pelayanan Pendapatan Daerah Cilegon; 

11. UPTD Pelayanan Pendapatan Daerah Malingping. 
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Gambar 1.1 
STRUKTUR ORGANISASI 

 BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI BANTEN 
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Berdasarkan susunan tersebut, organisasi Badan Pendapatan Daerah 

Provinsi Banten merupakan perpaduan antara ”‘machine bureaucracy’” 

dengan ‘”profesional bureaucracy”’. Machine bureaucracy terlihat pada bidang 

yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten, sedangkan 

profesional bureaucracy terlihat pada keberadaan Unit Pelaksana Teknis dan 

kelompok jabatan fungsional yang langsung berada di bawah Kepala Badan.  

Jumlah pegawai pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten s.d. 

tahun 20199 dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 1.1 

Kondisi Sumber Daya Manusia  

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten  

Tahun 2019 

PNS CPNS JML (3-4)
PENATA 

ADMINISTRASI
TPP SATPAM PRAMUBAKTI PENGEMUDI ARSIP

JML 

(6+7+8+9+10+11)
TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 BAPENDA INDUK 89 0 89 42              -            8           5                   6                9           70                159       

2 UPT SERANG 28 0 28 -                 35         9           6                   1                51                79         

3 UPT CIKANDE 23 0 23 -                 28         7           4                   1                40                63         

4 UPT SERPONG 20 0 20 -                 35         8           1                   2                46                66         

5 UPT CIPUTAT 17 0 17 -                 37         8           5                   1                51                68         

6 UPT BALARAJA 19 0 19 -                 40         11         10                 61                80         

7 UPT CIKOKOL 22 0 22 -                 45         9           4                   1                59                81         

8 UPT CILEDUG 18 0 18 -                 36         10         6                   52                70         

9 UPT CILEGON 23 0 23 -                 44         7           2                   1                54                77         

10 UPT PANDEGLANG 24 0 24 -                 31         8           4                   1                44                68         

11 UPT RANGKASBITUNG 20 0 20 -                 21         10         13                 1                45                65         

12 UPT MALINGPING 11 0 11 -                 5           5           7                   1           18                29         

314 0 314 42              357       100       67                 15              10         591              905       

34,70    65,30           100       

JUMLAH

PROSENTASE

NO UNIT KERJA

PEGAWAI NEGERI SIPIL PEGAWAI TIDAK TETAP

 
     Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian  

Tabel 1.2 

Data Pegawai (PNS) Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan  

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten 

Tahun 2019 

No

1 IV  21 Orang S3 -

2 III 256 Orang S2 89 Orang

3 II 37 Orang S1 174 Orang

4 D4 1 Orang

5 D3 19 Orang

6 D1 -

7 SMA 31 Orang

JUMLAH 314 Orang JUMLAH 314 Orang

Berdasarkan Golongan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

 
               Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian  
 
 

1.5.  Sistematika Pelaporan  

BAB I PENDAHULUAN 

BAB II  PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 

BAB III  AKUNTABILITAS KINERJA 

BAB IV  PENUTUP 
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BAB II 

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 
 

 

2.1 .   Rencana Strategis 

2.1.1   Visi dan Misi 

Memasuki era pembangunan lima tahun kedua, Badan Pendapatan 

Daerah Provinsi Banten sebagai salah satu perangkat daerah Provinsi 

Banten memiliki kewajiban untuk turut serta dalam mewujudkan Visi 

Pembangunan Banten 2017-2022 yaitu “BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, 

BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAQUL KARIMAH” dengan 

pengertian sebagai berikut : 

 Provinsi Banten yang Maju berarti adanya perubahan dan kondisi 

semula ke arah yang lebih baik. Cara-cara lama dalam mengelola 

pemerintahan  ditinggalkan, selanjutnya cara baru dalam mengelola 

permerintahan yang menerapkan prirìsip – prinsip good 

governanace; 

 Provinsi Banten yang Mandiri mengacu pada kemampuan keuangan 

daerah untuk mendukung dan menjalankan pembangunan daerah. 

Suatu daerah dikatakan mandiri bila pendapatan asli daerahnya 

dalam APBD cukup dominan, sehingga tidak tergantung oleh bantuan 

atau subsidi pemerintah pusat. Beberapa indikator Mandiri disini 

menunjukkan kemampuan fiskal yang cukup untuk merealisasïkan 

berbagai program pemerintah daerah; 

 Provinsi Banten yang Berdaya Saing berarti kemampuan daerah 

mengelola dan mengembangkan segenap potensi yang dimiliki serta 

menghilangkan  berbagal hambatan sehingga berhasil menjadi tujuan 

investasi dibandingkan dengan daerah lainnya. Beberapa parameter 

berdaya saing ini, berupa kemudahan, fasilitasi dan daya tarik 

ìnvestasi di provinsi Banten seperti infrastruktur yang memadai, 

keamanan yang terjamin, pelayanan perijinan yang mudah dan 

berkepastian hukum, sumber daya manusia yang berkualitas, serta 

ketersediaan energy; 

 Provinsi Banten yang Sejahtera berarti kemampuan daerah dalam 

mengelola aspek manusia yang diukur dengan pencapian angka 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Beberapa parameter Sejahtera, 

diukur dengan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) , yang 
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pencapaiannya melalui kontribusi tiga indikator utama yaítu 

pencapaian indikator pendidikan, pencapaian indikator kesehatan, 

dan pencapaian indikator daya beli masyarakat; dan 

 Provinsi Banten yang AkhIakul Karìmah berarti harapan daerah  

dalam menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan 

pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai agama , yaitu 

nilai-nilai yang sesuai dengan hakikat ketuhanan, keberadaan 

manusia berserta alam seìsinya. 

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan 

kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan 

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten dapat lebih berperan dalam 

perubahan yang terjadi dilingkup Provinsi Banten. 

Dengan melihat dan juga mempertimbangkan dari Visi 

Pembangunan Pemerintah Provinsi Banten, maka dapat melihat pontensi, 

kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang dimilki oleh Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi Banten, serta harus mendukung upaya dari 

Misi Pemerintah Provinsi Banten yaitu : 

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), 

yaitu ditujukan untuk Mewujudkan kelembagaan pemerintahan daerah 

yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien, transparan, 

akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi. 

2. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur, yaitu 

Meningkatkan infrastruktur daerah yang berkualitas, berorientasi pada 

peningkatan pembangunan manusia dan perekonomian daerah. 

3. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan 

berkualitas, yaitu Meningkatkan Akses dan Mutu Pendidikan. 

4. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas, 

yaitu Mewujudkan kualitas pelayanan kesehatan banten menuju 

sumber daya manusia banten yang berdaya saing. 

5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, yaitu 

Meningkatkan perekonomian banten melalui kualitas pengelolaan 

keuangan, kecukupan pangan dan energi, pengembangan sumber daya 

alam yang memberikan solusi terhadap pengangguran dan kemiskinan. 

Untuk program, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten 

menetapkan program yang disesuaikan dengan program pembangunan 

daerah yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

terpilih. Adapun program untuk Badan Pendapatan Daerah Provinsi 
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Banten dalam rancangan RPJMD yaitu Program Peningkatan Pendapatan 

Daerah dan Program Tata Kelola Pemerintahan. 

Peningkatan pelayanan publik dimaknai bahwa penyelenggaraan 

pemungutan pendapatan daerah yang dilaksanakan haruslah 

mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima yang ditunjukkan 

dengan terpenuhinya kualitas penyelenggaraan pelayanan yang 

berdasarkan pada prinsip efektif, efisien, ekonomis dan berkeadilan. 

Melalui kedua misi tersebut, maka penyelenggaraan pemungutan 

pendapatan daerah diharapkan akan memenuhi sistem tata pemerintahan 

yang baik (Good Governance), terbuka, akuntabel, dan bertanggung jawab 

sehingga pada gilirannya akan mampu mendukung peningkatan 

pendapatan daerah dengan tetap memenuhi kepuasan publik. 

 

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Strategis 

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan 

Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten, yaitu sesuatu (apa) yang 

akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. 

Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari Tujuan Badan Pendapatan 

Daerah Provinsi Banten, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam 

rumusan yang lebih spesifik, terinci dapat diukur dan dapat dicapai serata 

dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. 

Berdasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang 

hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah 

sebagai berikut : 

 

Tabel 2.1 
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan  

Bapenda Provinsi Banten 
 

 
NO 

 
TUJUAN 

 
SASARAN 

 

INDIKATOR 
KINERJA TUJUAN/ 

SASARAN 

TARGET KINERJA SASARAN PADA 
TAHUN KE 

AWAL 
 
 

REVISI 

    2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
1. 

 
terwujudnya 
kelembagaan 
pemerintah daerah 
yang berakhlakul 
karimah dengan 
efektif, efisien, 
transparan, akuntabel, 
dan sumber daya 
aparatur berintegritas, 
berkompetensi serta 
melayani masyarakat 

 

 tercapainya 
penyelenggaraan 
pemerintah yang 
akuntabel,efektif, 
dan efisien 

capaian laporan 
kinerja 
pemerintah 
provinsi banten 

 
70,00 

 
75,00 

 
80,00 

 
85,00 

 
85,00 

 pendapatan 
daerah yang 
optimal 

rasio PAD terhadap 

pendapatan 
daerah (%) 

 
59,30 

 
60,62 

 
61,91 

 
63,19 

 
64,44 

(sumber data dari Revisi Renstra Bapenda 2017-2022 tersaji dalam Lampiran) 
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Dari penjabaran tujuan dan sasaran strategis diatas, maka dapat 

dilihat bahwa Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Provinsi 

Banten Tahun 2019 sebagaimana tabel di bawah ini : 

Tabel 2.2 
Indikator Kinerja Utama 

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten 
Tahun 2019 

 

NO 
URUSAN 

PEMERINTAHAN/ 
PRIORITAS 

SASARAN 
RPJMD 

INDIKATOR KINERJA 
UTAMA 

SKPD  
PENANGGUNG JAWAB KETERANGAN 

1 2 3 4 5 6 

 
1 

 
keuangan 

 
1. tercapainya 

penyelenggaraan 
pemerintah yang 
akuntabel,efektif, 
dan efisien 

capaian laporan 
kinerja pemerintah 
provinsi banten 

 
Badan Pendapatan Daerah 

Provinsi Banten  

 
75,00 

2. pendapatan 
daerah yang 
optimal 

rasio PAD terhadap 
pendapatan daerah 
(%) 

Badan Pendapatan Daerah 
Provinsi Banten 

60,62 

 

 

2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan 

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya 

perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai 

tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi. Adapun strategi dan 

arah kebijakan jangka menengah Badan Pendapatan Daerah Provinsi 

banten tahun 2017-2022 dapat dilihat pada tabel berikut :  

 

Tabel 2.3 
Strategi dan Arah Kebijakan 

Bapenda Provinsi Banten 
 

NO TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 

1 2 3 4 5 

 
1. 

 
terwujudnya 
kelembagaan 
pemerintah daerah 
yang berakhlakul 
karimah dengan 
efektif, efisien, 
transparan, akuntabel, 
dan sumber daya 
aparatur berintegritas, 
berkompetensi serta 
melayani masyarakat 

 
1.1.1 tercapainya 

penyelenggaraan 
pemerintah yang 
akuntabel,efektif, 
dan efisien 

1.2 meningkatkan pelayanan 
publik yang dilakukan 
setiap perangkat daerah 
yang melayani langsung 
kepada masyarakat 

 

1.2 meningkatkan pelayanan 
publik yang dilakukan 
setiap perangkat daerah 
yang melayani langsung 
kepada masyarakat 

 
1.2.1 pendapatan 

daerah yang 
optimal 

1.3 meningkatkan kualitas 
pelayanan dan inovasi 
pendapatan daerah 

1.3 peningkatan tata kelola 
pelayanan pendapatan 
daerah dan pemanfaatan 
teknologi informasi 
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2.2 .   Perjanjian Kinerja 

Dokumen Renstra selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja 

Tahunan (Renja) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang 

mendukung tercapainya sasaran. Selanjutnya renja tersebut dijadikan acuan 

dalam penyusunan perjanjian kinerja. 

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan 

penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi 

yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatn yang disertai dengan 

indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima 

amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja 

terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya 

yang tersedia sebagai berikut : 

Tabel 2.4 
Perjanjian Kinerja Tahun 2019 

Bapenda Provinsi Banten 
 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR 

KINERJA 
SATUAN TARGET 

1 2 3 4 5 

 
1 

 
tercapainya penyelenggaraan 
pemerintah yang akuntabel,efektif, dan 
efisien 

capaian laporan kinerja pemerintah 
provinsi  banten 

Nilai 75,00 

2 pendapatan daerah yang optimal 
rasio PAD terhadap pendapatan daerah 

(%) % 60,62 

(Dokumen Perjanjian Kinerja Bapenda Tahun 2019 tersaji dalam Lampiran) 

Perjanjian Kinerja inilah menjadi dasar penysuunan perjanjian kinerja 

seluruh pegawai di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten, mulai 

dari level pejabat eselon III sampai ke pelaksana berdasarkan tugas dan fungsi 

serta hasil turunan (cascading) dari perjanjian kinerja atasannya. 

Untuk mewujudkan kinerja tersebut, Badan Pendapatan Daerah Provinsi 

Banten mendapat dukungan anggaran dari APBD-P sebesar Rp. 136.282.037.000,- 

yang digunakan untuk melaksanakan 73 (tujuh puluh tiga) kegiatan yang 

terangkum dalam 3 (tiga) program sebagai berikut : 

 

Program Anggaran (Rp) 

Program Tata Kelola Pemerintahan 109.324.068.700 

Program Peningkatan Pendapatan Daerah 22.832.187.300 

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pendapatan Daerah 

4.125.781.000 

Jumlah 136.282.037.000 

(rincian anggaran per kegiatan tersaji dalam Lampiran) 
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Jumlah anggaran tersebut selanjutnya digunakan untuk mendukung 

terwujudnya 2 (dua) sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten 

tahun 2019 dengan alokasi sebagai berikut : 

 

Sasaran Strategis Anggaran (Rp) 

tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang 
akuntabel, efektif dan efisien 

109.324.068.700 

pendapatan daerah yang optimal 26.957.968.300 

Jumlah 136.282.037.000 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

3.1. Capaian Kinerja Organisasi 

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi 

Banten tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara capaian 

kinerja strategis dan target indikator kinerjanya dengan realisasinya. 

Tingkat capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten tahun 

2019 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai 

berikut : 

 

No. Sasaran Indikator 
Capaian 
Thn Lalu 

(%) 

Target (%) 
Target 
Akhir 

Renstra 
(%) 

Capaian 
Thn 2019 
terhadap 

Target 
Akhir 

Renstra 
(%) 

Target Realisasi 
% 

Realisasi 

1 

Tercapainya 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan yang 
Akuntabel, Efektif 
dan Efisien 

Capaian Laporan 
Kinerja Pemerintah 
Provinsi Banten 

      70,00   75,00        75,00    100,00    85,00  88,24  

2 
Pendapatan Daerah 
yang Optimal 

Rasio PAD terhadap 
pendapatan daerah 
(%) 

      61,68   60,62        65,06    107,32    64,44  100,96  

RATA-RATA : 103,66    94,60  
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Tabel 3.1 

Pencapaian Indikator Kinerja Utama 

 

 

PENDAPATAN 

DAERAH
PAD (Rp) %

PENDAPATAN 

DAERAH
PAD (Rp) %

1
RASIO PAD TERHADAP PENDAPATAN 

DAERAH % (Satuan : %)
60,62 10.209.720.301.549    6.054.448.113.548    6.297.490.039.558    61,68 101,75 10.773.918.516.723    6.528.642.554.689   7.009.320.443.623    65,06 107,32

PENDAPATAN 

DAERAH
PAD (Rp) % APBD P-APBD (Rp) %

1
RASIO PAD TERHADAP PENDAPATAN 

DAERAH % (Satuan : %)
60,62 10.773.918.516.723    6.528.642.554.689    7.009.320.443.623    65,06 107,32 26.409.381.300            26.957.968.300         25.099.716.085         93,11 93,11

NO INDIKATOR KINERJA UTAMA
TARGET 

RENSTRA/RPJMD

REALISASI TAHUN 2018 REALISASI TAHUN 2019

TARGET REALISASI

CAPAIAN

TARGET REALISASI

CAPAIAN

PERBANDINGAN PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2019

NO INDIKATOR KINERJA UTAMA
TARGET 

RENSTRA/RPJMD

KINERJA ANGGARAN

TARGET REALISASI

CAPAIAN

ANGGARAN REALISASI

CAPAIAN
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Indikator kinerja ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur kinerja 

organisasi dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah. Semakin tinggi 

persentase capaian pendapatan asli daerah menggambarkan bahwa Rasio 

Kemandirian Daerah semakin baik. 

Pada tabel diatas prosentase realisasi pendapatan asli daerah Tahun 

Anggaran 2019 sebesar Rp. 7.009.320.443.623,- atau 65,06% dari target yang 

ditetapkan RPJMD sebesar Rp. 6.528.642.554.689,- atau 60,62% dengan capaian 

sebesar 107,32%. Hal tersebut menggambarkan bahwa capaian Rasio PAD 

terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2018 lebih baik dibandingkan dengan 

capaian tahun 2018 yang hanya 61,68% atau meningkat sebesar 3,38%. 

Selain itu, bila dilihat dari sisi anggaran APBD Perubahan untuk PAD pada 

tahun 2019 sebesar Rp. 7.206.341.657.655,- hanya dapat dicapai realisasi sebesar                                         

Rp. 7.009.320.443.622,76,- atau 97,27%. Penyumbang terbesar atas pencapaian 

kinerja tahun 2019 pada struktur PAD masih di dominasi oleh Pajak Daerah 

sebesar 95,88 % atau Rp. 6,72 Triliun. Sedangkan komponen lainnya hanya 

menyumbang senilai 4,12 %. Sedangkan penyebab tidak tercapainya target PAD 

pada P-APBD antara lain : 

1. Berkurangnya daya beli Masyarakat Banten untuk membeli Kendaraan 

Bermotor Baru sebagai realisasi penerimaan BBNKB I atau Kendaraan Baru 

dan ditandai menurunnya Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Provinsi Banten 

yang semula 5,9% menurun menjadi 5,4% dan disamping itu Tahun 2019 

sebagai tahun politik; 

2. Pemberlakuan tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Banten yang 

diberlakukan pada tanggal 11 Maret 2019 dengan tarif semula sebesar 1,5% 

menjadi 1,75% untuk kendaraan bermotor pribadi atau plat hitam dan 

pemberlakukan tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 

Penyerahan Pertama atau kendaraan bermotor baru dengan tarif semula 

sebesar 10% menjadi 12,5%, hal ini ditemukenali dilapangan bahwa terjadi 

selisih harga kendaraan bermotor baru antara harga pembelian di Provinsi 

Banten dengan harga pembelian di wilayah Provinsi DKI Jakarta, yang mana 

masih memberlakukan tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 

sebesar 10%; 

3. Adanya pemberlakuan PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik 

Daerah, pada Pasal 101 yang menjelaskan bahwa perusahaan umum daerah 

harus menyisihkan paling sedikit 20% dari laba bersih untuk dana cadangan, 

kemudian pada PT. BPD Jabar Banten TBK, dari target deviden sebesar 

Rp.50.039.096.959,- terealisasi sebesar Rp.46.540.733.126,- atau sebesar 
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93,01%, karena tidak adanya penambahan modal dari Pemerintah Provinsi 

Banten dibandingkan dengan Pemilik modal lainnya yang berdampak pada 

jumlah deviden yang diterima setiap tahunnya; 

4. Menurunnya penerimaan jasa giro dari RKUD, karena pelaksanaan kegiatan 

anggaran tahun 2019 berjalan sesuai dengan rencana anggaran yang telah 

disepakati sehingga dana di RKUD tidak tersimpan lama yang berdampak 

pada penurunan bunga jasa giro di kas daerah; 

5. Belum ada keputusan dari Kepala Daerah untuk penempatan uang daerah 

pada Bank dalam bentuk Deposito. 

Struktur target dan realisasi pendapatan daerah APBD-P tahun 2019 dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini : 

 

Tabel 3.2 
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah 

APBD-P Tahun 2019 

NO URAIAN TARGET REALISASI % 
KET 

(BOBOT 
thd PAD) 

 PENDAPATAN DAERAH 11.699.894.624.576,00 11.187.968.492.209,50 95,62  
I Pendapatan Asli Daerah 7.206.341.657.655,00 7.009.320.443.622,76 97,27  
1 Pajak Daerah 6.767.729.412.400,00 6.720.757.875.486,00 99,31 95,88 
2 Retribusi Daerah 19.101.833.200,00 20.545.903.449,00 107,56 0,29 
3 Hasil Pengelolaan 

Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan 

55.300.000.000,00 53.933.548.147,00 97,53 0,77 

4 Lain-lain Pendapatan Asli 
Daerah yang Sah 

364.210.412.055,00 214.083.116.540,76 58,78 3,05 

II DANA PERIMBANGAN 4.481.092.487.000,00 4.166.561.801.805,00 92,98  
1 Dana Bagi hasil 

Pajak/Bagi Hasil Bukan 
Pajak 

711.779.997.000,00 533.856.814.691,00 75,42  

2 Dana Alokasi Umum 1.140.003.353.000,00 1.140.003.353.000,00 100,00  
3 Dana Alokasi Khusus 2.629.309.137.000,00 2.489.732.034.076,00 94,69  

III LAIN-LAIN PENDAPATAN 
DAERAH YANG SAH 

12.460.479.921,00,00 12.086.246.781,79 97,00  

1 Pendapatan Hibah  12.460.479.921,00 12.086.246.781,79 97,00  

 

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Banten mempunyai fungsi 

sebagai pengelola Pendapatan Daerah salah satunya mengelola Pajak Daerah, 

seperti yang tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 

Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang terdiri dari; Pajak 

Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), 

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (P-AP), 

dan Pajak Rokok. Adapun target dan realisasi Pajak Daerah Tahun 2019 sebagai 

berikut : 
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Tabel 3.3 

Target dan Realisasi Pajak Daerah 

Tahun 2019 

1 2 4 5 6 8

4.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 6.967.729.412.400,00 6.767.729.412.400,00      6.720.757.875.486,00         99,31 

4.1.1.01 Pajak Kendaraan Bermotor 2.767.747.900.000,00 2.677.747.900.000,00      2.855.724.739.750,00       106,65 

4.1.1.02 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 2.702.207.100.000,00 2.402.207.100.000,00      2.365.631.567.300,00         98,48 

4.1.1.03 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) 836.512.630.000,00 836.512.630.000,00         894.178.810.325,00       106,89 

4.1.1.04 Pajak Air Permukaan 36.091.972.400,00 36.091.972.400,00           38.468.501.858,00       106,58 

4.1.1.05 Pajak Rokok 625.169.810.000,00 815.169.810.000,00         566.754.256.253,00         69,53 

NO URAIAN  TARGET APBD   TARGET APBD-P   %  REALISASI 

 

Pada tabel diatas bahwa prosentase realisasi Pajak Daerah keseluruhan 

sebesar 99,31% artinya Pajak Daerah yang diperoleh pada Tahun 2019 tidak 

mencapai target 100% sehingga terjadi defisit pajak daerah sebesar 0,69%.  Hal 

tersebut disebabkan oleh 2 (dua) komponen yang tidak mencapai target yaitu Bea 

Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang disebabkan oleh adanya tahun 

politik (Pilpres dan Pileg) dan pajak rokok dikarenakan adanya pemanfaatan 

cukai rokok untuk menutup defisit keuangan BPJS Kesehatan diambil dari pajak 

rokok, sehingga penetapan target Pajak Rokok pada P-APBD Tahun Anggaran 

2019 tidak sesuai dengan yang diharapkan. 

Berbagai upaya yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja (IKU) 

sebagai berikut : 

1. Melakukan kegiatan intensifikasi pajak daerah melalui pengoperasian unit 

mobil Samsat Keliling selama 20 hari per bulan di tempat-tempat strategis 

yang menjadi wilayah 11 (sebelas) UPT pada 8 Kabupaten/Kota; 

2. Melakukan kegiatan intensifikasi pajak daerah melalui Razia Kendaraan 

Bermotor yang melibatkan jajaran Kepolisian RI dan PT. Jasa Raharja; 

3. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada wajib pajak termasuk 

diseminasi ke universitas atau perguruan tinggi di wilayah provinsi banten; 

4. Melakukan pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana 

pelayanan pada 11 (sebelas) Kantor Bersama Samsat serta Gerai Samsat; 

5. Melakukan koordinasi dengan BPH Migas untuk evaluasi dan monitoring 

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 

6. Melaksanakan Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang 

(KBMDU) melalui peningkatan sistem aplikasi database dan PT. Pos 

Indonesia; 

7. Memperkuat koordinasi Tim Pembina Samsat guna terciotanya senergitas 

yang harmonis diantara mitra Bapenda; 
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8. Memperbaharui Standar Manajemen Mutu ISO 9001:2018 dengan 9001:2015 

dalam meningkatkan pelayanan di 11 UPT; 

9. Melaksanakan Gerakan Non Tunai dalam pembayaran pajak kendaraan 

bermotor (e-Samsat), bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak air 

permukaan bekerja sama dengan Bank Banten; 

10. Melakukan koordinasi dengan OPD Penghasil dalam meningkatkan 

penerimaan dari Retribusi Daerah; 

11. Melakukan koordinasi dengan mitra kerja (BUMD dan Instansi/OPD 

penanggung jawab teknis BUMD) guna meningkatkan pengelolaan kekayaan 

daerah yang dipisahkan. 

 

 

 



 

 

 

44 

Tabel 3.4 

Pencapaian Indikator Kinerja Utama 

 

  

2. TUJUAN/SASARAN : TERCAPAINYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH YANG AKUNTABEL, EFEKTIF DAN EFISIEN

TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN

1

CAPAIAN LAPORAN KINERJA 

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN  

(Satuan : NILAI)

75,00 70,00 70,00 100,00 75,00 75,00 100,00

TARGET REALISASI CAPAIAN ANGGARAN REALISASI CAPAIAN

1

CAPAIAN LAPORAN KINERJA 

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN  

(Satuan : NILAI)

75,00 75,00 75,00 100,00 109.324.068.700 102.424.008.638 93,69

REALISASI TAHUN 2019REALISASI TAHUN 2018

ANGGARANKINERJATARGET 

RENSTRA/RPJMD
INDIKATOR KINERJA UTAMANO

TARGET 

RENSTRA/RPJMD
INDIKATOR KINERJA UTAMANO

PERBANDINGAN PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2018
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3.2. Realisasi Anggaran 

Dari pagu anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 136.282.037.000,- telah 

direalisasikan sebesar Rp. 127.523.724.723,- atau 93,40%.  

Rincian per sasaran strategis sebagai berikut : 

Tabel 3.5 

Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Per Sasaran 

Tahun 2019 

(Rincian realisasi anggaran per kegiatan disajikan dalam lampiran) 
 

Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 103,32%, 

sedangkan realisasi anggaran sebesar 93,40% menunjukkan adanya efisiensi 

penggunaan dana dengan rincian sebagai berikut : 

Tabel 3.6 

Analisis Efisensi Penggunaan Sumber Daya 

Tahun 2019 

 

Bedasarkan tabel 3.6 di atas, kinerja sasaran strategis Bapenda Provinsi 

Banten telah melebihi target, dengan efisiensi sebesar 10,26%. Efisiensi anggaran 

untuk mencapai sasaran diperoleh melalui perbaikan proses bisnis, pemanfaatan 

teknologi dan informasi serta penghematan penggunaan sarana prasarana. 

Sasaran Strategis Indikator 

Kinerja Anggaran 

Target Realisasi % 
Pagu 
(Rp) 

Realisasi 
(Rp) 

% 

Tercapainya 
penyelenggaraan 
pemerintahan yang 
akuntabel, efektif 
dan efisien 

Capaian 
Laporan 
Kinerja 
Pemerintah 
Provinsi 
Banten 

75,00 75,00 100,00 109.324.068.700 102.424.008.638 93.69 

Pendapatan daerah 
yang optimal 

Rasio PAD 
terhadap 
pendapatan 
daerah (%) 

60,62 65,06 107,32 26.957.968.300 25.099.716.085 93,11 

Rata-Rata 103,66 136.282.037.000 127.523.724.723 93,40 

Sasaran Strategis Indikator 
% 

Realisasi 
Kinerja 

% 
Realisasi 
Anggaran 

% 
Efisiensi 

Tercapainya 
penyelenggaraan 
pemerintahan yang 
akuntabel, efektif dan efisien 

Capaian Laporan 
Kinerja Pemerintah 
Provinsi Banten 

100,00 93,69 6,31 

Pendapatan daerah yang 
optimal 

Rasio PAD terhadap 
pendapatan daerah (%) 

107,32 93,11 14,21 

Rata-Rata 103,66 93,40 10,26 
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Seperti telah dinyatakan di atas bahwa pelaksanaan penyerapan anggaran 

Tahun Anggaran 2019 ini tidak ditemui kendala atau masalah yang signifikan, 

adapun permasalahan yang sering dihadapi adalah sebagai berikut : adanya 

keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan pada APBD Perubahan TA. 2019, waktu 

pelaksanaan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa yang 

pelaksanaannya harus dilaksanakan dengan proses Lelang,  



  

 

 

 

22 

BAB IV 

PENUTUP 

 

Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten telah 

tersusun dengan rata-rata capaian dari pengukuran kinerja kegiatan dan 

pengukuran pencapain sasaran yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, pokok 

dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten. 

Laporan kinerja adalah merupakan suatu kewajiban yang harus 

dilaksanakan oleh Instansi atau Organisasi Perangkat Daerah sebagai bahan 

penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pelaksanaan 

kewajiban dari amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang dijabarkan lebih 

lanjut oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden 

tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara 

negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, dan fungsi, dan 

peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan 

kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan. 

Dalam keputusan tersebut dijelaskan bahwa untuk meningkatkan 

pelaksanaan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung 

jawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai Misi dan 

tujuan  instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan “good governance” 

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten. 

Sebagaimana hal tersebut diatas, maka Badan Pendapatan Daerah 

Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 dalam rangka  pelaksanaan  amanat  

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 dalam rangka penyusunan laporan kinerja ini 

akan menjadi bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi 

Banten Tahun 2019. 

Selanjutnya bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 

merupakan kewajiban untuk disusun pada setiap akhir tahun anggaran oleh 

Organisasi Perangkat Daerah mengingat fungsi LKIP diantaranya adalah: 

1. Sebagai sarana penting dalam melaksanakan reformasi dalam rangka 

penyelenggaraan tugas, pokok, dan fungsi pembangunan dan pelayanan 

masyarakat; 
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2. Sebagai cara dan sarana yang efektif dalam mendorong aparatur 

meningkatkan disiplin dalam menerapkan prinsip-prinsip Good Govermance 

dan fungsi manajeman kinerja yang konsisten; 

3. Sebagai cara dan sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja instansi 

pemerintahan atau SKPD berdasarkan rencana kerja yang jelas dan sistimatis 

dengan sasaran yang terukur secara berkelanjutan. 

4. Sebagai alat untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan dan atau 

kegagalan dari setiap pimpinan Instansi/SKPD dalam menjalankan Misi 

sebagai tugas pokok dan fungsi dalam mengemban jabatan. 

5. Sebagai cara dan sarana untuk mendorong penyempurnaan struktur 

organisasi, kebijakan publik, ketatalaksanaan, mekanisme pelaporan, metode 

kerja, dan prosedur pelayanan masyarakat berdasarkan permasalahan nyata 

yang dihadapi dalam pelaksanaan manajemen kelembagaan yang 

berkelanjutan. 

6. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah 

yang disusun oleh Pemerintah Daerah. 

Dalam rangka pencapaian pengukuran kinerja baik pengukuran kinerja 

kegiatan maupun pengukuran sasaran pada pelaksanaanya masih terdapat 

permasalahan dan kendala diantaranya adalah sebagai berikut: 

 Masih belum maksimalkan dukungan sumber daya aparatur yang kompenten 

dan berkualitas serta sarana dan prasarana aparatur yang memadai dalam 

rangka memberikan kontribusi aktif terhadap pembangunan Provinsi 

Banten; 

 Dalam Perencanaan pengendalian dan evaluasi diantarannya masih belum 

maksimal dalam penyusunan perencanaan pengendalian dan evaluasi 

pelaksanaan pembangunan baik internal maupun ekstrenal dilingkungan 

Bappeda Provinsi Banten; 


